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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 7 TAHUN 2009 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
Pergesecan '.antar Unit organisasi, antara kegiatan dan antar 
j e n i s Belanja, keadaan yang menyebabkan s i s a lebih Tahun 
Anggaran sebe1umnya harus di gunakan untuk pembiayaan da1 am 
Tahun Anggaran 2009 maka perlu dilakukan perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2009 ; 
b. bahwa sehubungem dengan ha1 tersebut pada huruf a, Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

ijlengingat . j _ undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi lawa Timur 
( Lembaran Negara Tahun 19S0 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 9 ) ; 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan 
Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan 
undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 C Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ; 

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Teunbahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) yang te l a h diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048) ; 
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4. Undang-undang Nomor 21 Tediun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 
undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ; 

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 

6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286 ) ; 

7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355 ) ; 

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuaran 
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; 

9. Undang - Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ; 

10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ) ; 

11. undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomo r 4437 )sebagaimana telah di ubah Terakhi r dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ; 

12. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2001 Notnor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139 ) ; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 ) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar 
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
49, Tambeihan Lembaran Negara Nomor 4503 ) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4574 ) ; 

21. peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575 ) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
138, Tambcdian Lembaran Negara Nomor 4576 ) ; 

23. peraturan Pemerintah Nonor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4577 ) ; 

24. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ; 

26. peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ; 

27. peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582) ; 



28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instjuisi Pemerintah C Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) 

30. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ; 

31. Peraturan Henteri Daleira Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang operasional 
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komuniktisi 
Intensif dan Dana operasional ; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 ; 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas 
penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil cukai hasil Tembakau ; 

35. Peraturan paerah Kabupaten pacitan Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dem Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana 
telah di ubah beberapa kal i terakhi r dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten pacitan Nomor 15 Tahun 2007 C Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 l u l i 2007 ) ; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
24 Tahun 2007 ; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Pacitan tahun 2006 - 2011 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 ; 
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3 8 . peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2 0 0 6 tentang 
pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten pacitan Nomor 7 tanggal 1 8 Desember Tahun 2 0 0 6 ) ; 

3 9 . peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 1 Tahun 2 0 0 7 tentang 
penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 2 Tahun 2 0 0 7 , tanggal 4 September 
2 0 0 7 ) ; 

4 0 . peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 2 Tahun 2 0 0 7 tentang 
penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada FT Bank Perkreditan 
Rakyat 3awa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 3 Tahun 
2 0 0 7 , tanggal 4 September 2 0 0 7 ) ; 

4 1 . peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 3 Tahun 2 0 0 7 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 4 Tahun 2 0 0 7 , tanggal 4 
September 2 0 0 7 ) ; 

4 2 . peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 8 Tahun 2 0 0 7 tentang 
urusan Pemerintahan Kabupaten p a c i t a n Lembaran Daerah Kabupaten 
pacit a n Nomor 2 5 Tahun 2 0 0 7 , tanggal 1 0 Desember 2 0 0 7 ) ; 

4 3 . peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 9 Tahun 2 0 0 7 tentang 
Organisasi s e k r e t a r i a t Daerah dan S e k r e t a r i a t Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten paci t a n Nomor 2 6 Tahun 
2 0 0 7 , tanggal 1 0 Desember 2 0 0 7 ) 

4 4 . peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 0 Tahun 2 0 0 7 tentang 
o r g a n i s a s i Dinas Daercih Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 2 7 Tahun 2 0 0 7 , tanggal 1 0 Desember 2 0 0 7 ) ; 

4 5 . peraturan paerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 1 Tahun 2 0 0 7 tentang 
organiscisi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 2 8 Tahun 2 0 0 7 , tanggal 1 0 Desember 2 0 0 7 ) ; 

4 6 . peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 2 Tahun 2 0 0 7 tentang 
o r g a n i s a s i Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 9 Tahun 2 0 0 7 , tanggal 1 0 Desember 
2 0 0 7 ) ; 

4 7 . peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 1 2 Tahun 2 0 0 8 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 0 9 Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 2 Tahun 2 0 0 8 , tanggal 2 3 Desember 
2 0 0 8 ) ; 

4 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 4 Tahun 2 0 0 9 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2 0 0 8 Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
1 4 Tahun 2 0 0 9 , tanggal 2 5 l u n i 2 0 0 9 ) ; 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
Dan 

BUPATI PACITAN 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula 
berjumlah Rp.646.822.328.843,07 Berkurang sejumlah Rp. 19.128.528.523,14 
sehingga menjadi Rp. 627.693.800.319,93 dengan r i n c i a n sebagai 
b e r i k u t : 

1. Pendapatan 
a. semula Rp. 570.886.307.675,83 
b. Bertambah R̂ , 15.317.617.602.86 

Jumlah Pendapatan sete l a h Perubahan Rp. 586.203.925.278,69 

2. Bel em j a 
a. semula Rp. 644.568.328.843,07 
b. Berkurang fRp. 20.053.528.523.14-) 

lumlah Belemja s e t e l a h perubahan 
Surplus / ( D e f i s i t ) s e t e l a h perubahan 

RP. 624.514.800.319.93 
(Rp. 38.310.875.041,24) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) semula Rp. 75.936.021.167,24 
2) Berkurang ( RD. 34.446.146.126.00) 
Jumlah Penerimaan s e t e l a h Perubahan Rp. 41.489.875.041,24 

b. Pengeluaran 
1) semula Rp. 2.254.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 925.0QQ.OOQ.OO 
Jumlah Pengeluaran sete l a h Perubahan Ha^ 3.179.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Neto sete l a h Rp. 38.310.875.041,24 
perubahan 
sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 



Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 t e r d i r i dari : 

a. Pendapatan a s l i Daerah 

1) semula Rp. 26.221.449.662.63 
2) Berkurang (Efi. 1.322.753.0GQ.Q71 

Jumlah Pendapatan a s l i Daerah setelah Perubahan Rp. 24.898.696.602.56 
b. Dana Perimbangan 

1) semula Rp. 519.720.076.000,00 
2) Bertambah Rp. 9.261.111.985.73 

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 528.981.187.985,73 

c. L a i n - l a i n Pendapatan Daerah yang sah 

1) semula Rp. 24.944.782.013,20 
2) Bertambah RD. 7.379.258.677.20 

Jum1 ah Lain-1 ain pendapatan yang sah sete1 ah Rp. 32.324.040.690,40 
Perubahan 

(2) Pendapatan A s l i Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a t e r d i r i 
dari j e n i s Pendapatan : 

a. Pajak Daerah 
1) semula Rp. 4.288.032.800,00 
2) Bertambah RSj 6.726.000.00 

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.294.758.800,00 
b. Retribusi Daerah 

1) semula Rp. 12.413,053.000,00 
2) Bertambah RP. 2.948.680.700.00 

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 15.361.733.700,00 
C. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1) semula Rp. 1.495.984,000,00 
2) Berkurang fRp. 22.625.OQO.OQ-) 

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 1.473.359.000,00 

d. Lain-la i n Pendapatan a s l i Daerah yang sah 
1) semula Rp. 8.024.379.862,63 
2) Berkurang fRp 2.607.OOO.OOO.OO) 

Jualah Lain-1a1n pendapatan as l i Daerah setelah Perubahan Rp_ 3.768.845.102,56 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b t e r d i r i dari 
j e n i s pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil 
1) semula Rp. 26.762.826.000,00 
2) Bertambah RD. 11.874.721.985.73 

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 38.637.547.985,73 
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b. Dana Alokasi Umum 
1 ) semula Rp. 4 2 9 . 1 4 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 

2 ) Bertambah RBJ 6 . 6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan 
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 4 2 9 . 1 3 6 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 

1 ) semula Rp. 6 3 . 8 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 

2 ) Berkurang fRp. 2 . 6 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ) 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan 
Rp. 6 1 . 2 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 

( 4 ) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah 
1 ) semula Rp, 6 5 . 5 0 4 . 0 8 8 , 0 0 

2 ) Bertambah RD. 1 . 0 1 9 . 7 2 4 . 4 4 1 . 6 6 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 1 . 0 8 5 . 2 2 8 . 5 2 9 , 6 6 

b. Dana Bagi hasil 
1 ) semula Rp. 2 0 . 6 8 3 . 4 2 6 . 7 2 5 , 2 0 

2 ) Berkurang CRD. 9 6 2 . 0 8 5 . 7 6 4 . 4 6 1 

Jumlah Dana Bag1 Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 1 9 . 7 2 1 . 3 4 0 . 9 6 0 , 7 4 

c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 
1 ) semula Rp. 4 . 1 9 5 . 8 5 1 . 2 0 0 , 0 0 

2 ) Bertambah R P . 4 . 2 3 8 . 3 1 0 . O O P . 0 0 

Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus pp. 8 . 4 3 4 . 1 6 1 . 2 0 0 , 0 0 

setelah Perubahan 
d. Bantuan Keuangan dari Propi nsi atau Pemeri ntah 

Daerah lainnya 
1 ) semula Rp. 
2 ) Bertambah RD. 3 . 0 8 3 . 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari 3 . 0 8 3 3 1 0 0 0 0 , 0 0 

pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan 
Pasal 3 

( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1 ) semula Rp. 4 3 1 . 5 4 1 . 9 6 3 . 1 4 3 , 0 7 

2 ) Berkurang fRp. 8 . 3 5 3 . 7 4 3 . 1 1 6 . 1 4 ) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 4 2 0 . 3 0 4 . 9 2 5 . 3 6 9 , 9 3 

b. Belanja Langsung 
1 ) semula Rp. 2 1 3 . 0 2 6 . 3 6 5 . 7 0 0 , 0 0 

2 ) Berkurang fRp. 8 . 8 1 6 . 4 9 0 . 7 5 0 . 0 0 1 

jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 2 0 4 . 2 0 9 . 8 7 4 . 9 5 0 , 0 0 

( 2 ) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari 
jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai 
1 ) semula Rp. 6 7 . 3 4 0 . 4 7 2 . 4 4 3 , 0 7 

2 ) Berkurang fRp. 8 . 3 5 3 . 7 4 3 . 1 1 6 . 1 4 1 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp, 3 5 8 . 9 8 6 . 7 2 9 . 3 2 6 , 9 3 
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b. Belanja Hibah 
1) semula Rp. 5.172.000.000,00 
2) Berkurang fRp. 1.540.000.000.001 

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan 
c. Belanja Bantuan Sosial Kp. 3,632.000.000,00 

1) semula Rp. 4.642.180.000,00 
2) Bertambah Rp. 1.740.000.QQQ.00 

Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah 
perubahan 

d. Belanja Bagi Hasil Rp_ 6.382.180.000,00 
1) semula Rp. 1.896.300.700,00 
2) Bertambah RD. 606.655.343.00 

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan 
e. Belanja Bantuan Keuangan Kp. 2.502.956.043,00 

1) semula Rp. 48.491.010.000,00 
2) Berkurang fRp. 1.689.950.000.001 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 
Perubahan 

f. Belanja Tidak Terduga Kp. 46.801.060.000,00 
1) semula Rp. 4,000.000,000,00 
2) Berkurang fRp. 2.000.OOP.000.00) 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 

Rp- 2.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai 
1) semula Rp. 22.318.719.925,00 
2) Bertambah 637.912.375.00 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 22.956.632.300,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) semula Rp. 70.802.595.450,00 
2) Bertambah RD. 8.087.717.050.00 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan f̂ p̂  5 9 0 . 3 1 2 500 00 

c. Belanja Modal 
1) semula Rp.119.905.050.325,00 

2 ) Berkurang fRp. 17,542.120.175.001 102.362.930.150,00 
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan 

Pasal 4 

CD Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pcisal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 41.489.875.041,24 

1) semula Rp. 75.936.021.167,24 
2) Berkurang fRp. 34.446.146.126.00) 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 41.489.875.041,24 
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b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3,179.000.000,00 
1) semula Rp, 2.254.000.000,00 
2) Bertambah RD. 925.000.000.00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.179.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
Pembiayaan : 

a. SZLPA Tahun Anggaran sebelumnya 
sejumlah Rp. 40.589.509.931,24 
1) semula Rp. 75.035.656.057,24 
2) Berkurang fRp. 34.446.146.126.00) 

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah 
Perubahan Rp. 40.559.509.931,24 

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
sejumlah Rp. 900.365.110,00 
1) semula Rp. 900.365.110,00 
2) Bertambah -

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp_ 900.365.110,00 
setelah perubahan 

(3) pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (investasi) Daerah 
sejumlah Rp. 2.969.000.000,00 
1) semula Rp. 2.044.000.000,00 
2) Bertambah RP. 925.000.000.00 

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah 
Pe rubahan Rp, 2.969.000.000,00 

b. Pemberian Pinjaman Daerah 
Sejumlah Rp. 210.000.000,00 
1) semula Rp. 210.000.000,00 
2) Bertambah P£j -
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan obligasi 
setelah Perubahan Rp. 210.000.000,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah i n i , terdiri dari : 

1. Lcunpiran I : Ringkasan Perubahan APBD ; 
2. Lampiran z i : Ringkasan Perubahahan APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; 

3. Lampiran i l l : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan 
Daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
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2. Belanja 

a. Semula Rp. 644.568.328.843,07 
b. Berkurang (M. 20.053.S28.523.14) 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
Surplus / (deficit) setelah perubahan 

Rp. 624.514.800.319,93 
TRp^ 38.310.875.041,24) 

3. Pembiayaan 
a. penerimaan 

1) semula 
2) Berkurang 

Rp. 75.936.021.167,24 
( m 34.446.146.126.00) 

Jumlah Penerimaan setelah perubaha 

Rp. 
£ & x . 

2.254.000.000,00 
925.000.000.00 

b. Pengeluaran 
1) semula 
2) Bertambah 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan 

sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan 

Rp. 41.489.875.041,24 

Rp. 
Rp. 

3.179.000.000.00 
38.310.875.041,24 

pasal 2 

Ringkasan penjabarein Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam lampiran I Peraturan i n i . 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam lampiran I I Peraturan im. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan i n i . 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. 

Pcisal 6 

(1) Peraturan bupati pacitan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; 
(2) Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di P a c i t a n 
Pada Tanggal 18 - 8 - 2009 

BUPATI PACITAN 

H. S U J O N 0 

http://20.053.S28.523


11 

4. Lampiran 

5. Lampran 

6. Lampriran 

7. Leimpiran 

8. Lampiran 

9. Lampiran 
10. Lampi ran 
11. Lampiran 

12. Lampi ran 

IV 

VI : 

VII : 

V I I . 1 : 
VII.2 : 
VII.3 : 
V I I I : 

IX 

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan 
Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan ; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan Pemeri ntahan 
Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan 
Negara ; 
Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan 
Perjabatan ; 
Lapo ran Keuangan Pemeri ntah Dae rah yang tel ah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 
Laporan Realiscisi Anggaran ; 
Neraca ; 
Laporan Arus Keis; 
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam Tahun Anggaran ini ; 
Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai lemdeisan Operasional Pelaksanaan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

I 
Di tetapkan di Paci tan 

oi Undangkan di pacitan 
Pada Tanggal 19 Agustus 2009 

SEKRETARIS DAERAH 

Pada Tanggal 1 8 - 8 - 2009 

BUPATI PACITAN 

Cap Ttd 

H. S U J 0 N O 

i r . MULYONO. MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 1M71017 198303 1 014 
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor IS 


